PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1 LAMPUNG
NOMOR 3 TAHUN 1997
TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5
tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah
Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi,

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan dan
mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didalam suatu Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun [964 tentang Pembentukan Dacrah
Tingkat [ Lampung ( Lembaran Negara -Republik ‘Indenesia Tahun [964
MNomor 95; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Momor 2688 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di
Daerah ( Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38§,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 3037 ),

3. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 );

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan,

Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan  Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975
Nomor 6 );

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan
Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;



Menetapkan :

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 1996 tentang Perubahan
Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1992 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat |
Lampung,

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT 1 LAMPUNG.,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat | Lampung;
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, selanjutnya disebut DPRD,

¢. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD vang dipilih, diangkat, disumpah dan
dilantik sebagai Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

d. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD yang telah
diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. Uang Representasi adalah Uang vang diberikan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan
Angoota DPRD;

f. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan
DPRD dan Anggota DPRD yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua,
Sekretaris, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia
sebagaimana ditetapkan dalam Ketentuan yang berlaku;

g. Uang Paket adalah Uang yang diberikan kepada Anggota DPRD yang terdiri
dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan vang makan;

h. Biaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan untuk Tunjangan Pemeliharaan
Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu vang
bersangkutan dan/atau keluarganya sakit;



i. Uang Duka adalah vang yang diberikan kepada Ahli Waris Pimpinan dan/atau
Anggota DPRD apabila meninggal dunia,

j.  Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan
tugas-tugas pokok DPRD;

k. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan  untuk
meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

I.  Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota
DPRD setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti
antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB I1
PEMBIAYAAN

Bagian Pertama
Jenis Pembiayaan

Pasal 2

(1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disediakan pembiayaan
DPRD sebagai berikut :

Uang Representasi;
Tunjangan Kehormatan;
Uang Paket;

Biaya Perjalanan Dinas;
Pakaian Dinas;

Biaya Kesehatan;

Uang Duka,
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(2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini, sesuai kemampuan
keuangan masing-masing Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan
pembiayaan untuk :

Dana Penunjang,
Tunjangan Kesejahteraan,;
Rumah Jabatan Pimpinan;
Sarana Mobilitas Pimpinan.
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Bagian Kedua
Uang Representasi

Pasal 3
Besarnya uang Representasi adalah ;
e e - Rp. 900.000/bulan/orang.
b. Wakil Ketua............c.oooivnnn : Rp. 780.000/bulan/orang,

c. Anggotla....................Rp 600000/bulan/orang.



